WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 A
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGLRI SIPIL

Menimbang

DI LINGKUNQAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan

motivasi kerja aparatur diperlukan keseragaman dalam
penggunaan pakaian dinas Pegawal Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Mentzri Dalam

Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menterd Dalam Negeri lMomor 60
Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Megeri Sipil
di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang
Nomor 41 A Tahun 2011 tentang Pedoma: Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tshun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 41 A Tahun 2011 tentang Pedomaa Palmian
Dinas Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, sudah tidak sesuai Iagi dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan
perubahan;

_ bphwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota Semarang tentang Perubazan Kedua
Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 A
Tahun 2011 tentang Pedoman Pakaian Dinns Pegawal
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Seraarang;




-

Mengingal

1.

10.

Undang-Undang' Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengeh, Jawa
Barat dan Dacrah Istimewa Yogjakarta;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentanj Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lcmbaran Negara Republik Iadonesia
Tahun 1974 Nomor 55, 'l'ambahan Lembarar. Negara
Republik Indoncsia Nomor 3041) sebagaimiana tclah
diubuh dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubshan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebzgaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahén Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Peraturan Pemetintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat [I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 201C tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Talan 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5135);

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tenteng Korps
Pegawai Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Taaun 2015
tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Beritst Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979
tentang Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;




Menetapkan :

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996
tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran
Departemen Dalam Negeri;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Talvan 2007
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri 8ipil Di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhi: dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahan 2016
tentang Perubahan Ketiga Atas Permturan Mented Dalam
Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departeme: Dalam
Negeri Dan Pemeérintah Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013
tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkaran Dan
Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praa (Berita
Negura Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tatun 2010
tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pe:nerintah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 79) sebagaimana telah
diubah heberapa kali, terakhir dengan Feraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 201: tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaiar. Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 59);

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 A Tahun 2011
tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawal Negteri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Dacrah
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 41 A) sebugaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota fiemarang
Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 41 A Tahun 2011 tentang
Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 A

TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMZIRINTAH
KOTA SEMARANG.




Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 41 A Tahin 2011
tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang, {Berita Dacrah Kota Semarang Tahun 201 | Nomor
41 A), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun
72013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 41 A Tahun 2011
tentang Pedoman Paksian Dinas Pegawai Negeri Sipll di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang (Berita Dacrah Kota Semarang Tahun 201.3 Nomotr
37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, schingga berbunyi scbagai berikiit
Pasal 2
(1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang terdiri dari:
" a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH meliputi:
1. PDH khaki;
2, PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan

4. PDH batik khas Scmarangan dan PDH tenun/lurik khas Jawa
Tengah.

Pakuian Sipil Harian disingkat PSH;

Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

Pukaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
Pakaian LINMAS; dan

Pakaian KORPRI.
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2. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Kectiga pada BAB Il disisipkar 1 (satu)
Baginn haru, yakni Bagian Kedua A, schingga berbunyl sebagai berikut:

Bagian Kedua A
PDH Kemeja Putih Celana/rok Hitam atau gelap

Pasal 4A
(1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a angka 2 dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu.
(2) PDH Kemeja Putih terdiri dari:
a. PDH Kemeja Putih pria:
1. Kemeja lengan pendek/panjang berkerah warna putih;
2. Celana panjang warna hitam/gelap (bukan jean); dan




3. Sepatu Pantofel warna hitam.
b. PDH Kemeja Putih wanita :
1. Baju lengan pendek/panjang berkerah warna putih;

2. Rok 15 cm dibuwah lutut/celana panjang warna hitem/gelap
(hukan jean); dan

3. Sepatu pantofel warna hitam.
¢. PDH Kemeja Putib wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3) Model pakaian PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud padz. ayat (1)
dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

. Ketentuan Pasal 35 dirubah sehingga keseluruhan Pasal 35 >erbunyi
sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) khali terdirl atas miuna dan
lambang dacrah Kota Semarang, lencana KORPRI, papan numa dan

tanda pengenal.

(2) Atribut PDH kemeja putih terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan
tanda pengenal. |

(3) Atribut PDH batik khas Semarangan dan tenun atau lurik khas Jawa

‘Tengah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

(4) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lamban;; Daerah
Kota Semarang, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci
atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

(5) Atribut PSIT terdirl atas lencana KORPRI, papan nama den tanda
pengenal,

(6) Atribut PSR terdiri atas lencana KORFRI, papan nama d:n tanda
pengenal.

(7) Atribut PSL hanya tanda pengenal.

(8] Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang terdiri a:as namsa
dan lambang daerah Kota S8emarang, lencana KORPRI, papan rama dan
tanda pengenal.

(9) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPFI, papan
nama, lopi upacara, landa jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang
tandan jasn.

(10) Atribut Pakainn Scragam LINMAS di Lingkungan Pemerin:ash Kota
Semarang terdiri dari nama dan lambang Daerah Kota Semaraig, tanda
lokasi dan tanda satuan matrik LINMAS, papan nama dan tanda
pengenal. ‘

(11) Atribut Pakaian Seragam KORPRI di Linglkungan Pemerintah Kota
Semarang terdiri dari lencana KORPRI, papan nama den tanda
pengenal,




4. Kelentunn Pasal 36 dirubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota $emarang
scbagaimana tercatum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan eraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Semare ng.

Ditetapkan di Semararg

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 April 2016

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 11




LAMPIRAN 1
PERATURAN WALIKOTA SEMARANC!.
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PEFATURAN
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 A
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG., '

MODEL PAKAIAN PDH KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

SEMARANG

A. PDH KEMEJA PUTIH PRIA

Keterangan:

a. Lencana Korpri
b. Papan Nama

¢. Tanda Pengenal




B. PDH KEMEJA PUTIH WANITA




LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SEMARAN(,
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 A
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN
DINAS PEGAWAI  NEGERI  SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG.

MODEL PAKAIAN PDH KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

SEMARANG

A. PDH KEME.JA PUTIH PRIA

Keterangan:

a. Lencana Korpri
b. Papan Nama

¢. Tanda Pengenal




B. PDH KEMEJA PUTIH WANITA

Keterangan:

a, Lencana Korpri
b. Papan Nama

c. Tanda Pengenal

C. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

a. Lencana Korpri
k. Papan Nama

¢. Tanda Pengenal

D. PDH KEME.JA PUTIH WANITA HAMIL

Kelerangan : &. Krah rebah i. Tanda pengenal

21, Nama (. Lencana KORPRI j. Flui belakang

. Papan nama . Nama "Pemerintah k. Cclana panjang
.. Kancing hiju Kota Semnrhng”

d. Flui depan h. Lambang Daerah
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LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA SEMARANC

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 A

TAHUN
DINAS

Dl

2011 TENTANG PEDOMAN AKAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

SEMARANG.

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINASR )
A, JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEJABAT STRUKTURAL

DAN TENAGA ADMINISTRASI

NO | HARI PARAIAN KETERANGAN

i | Senln | POH Khald Semus BKPD, kecunlt Ha'pol PR,
Niahuhkaminio dan Dinas
Kobakaran denggunakan  PDH
[{husus DKEPD manng masiag.

7| Gclasa | PDH Tenun/lurk | Semua SKPD, kecuall Satpol Py,

khas Jawa Tengah | Dishublominfo dan Linas

Kehnknrn  menggusakas DI
KAuaua SKPD maosing-masiog.

3 |Rabu ~TPDIT Kemea path | Semua  SKPD, kecuall Satpal 228
Nishnhkaminfo dan Dinas
[i¢hbakaran yong  melaleanakan
tupas opctasional.

T Kamis | PDH Batk khas | &mua BKPD, kevuall 9etpol TT,

Hemarangan Diahubkominfu dan Dinhs
Keboloran yang  melalsanalkan
tuguo operasional,

5 |.Jum@at |1. Seragam Demun SKPL) setelah beolahraps

slahragn barganti dengen POH Nardk khaa

2. PDH Batlk Hemarangan, Kkecuall bapol FF,

klias Dishubkominfo dan Dinan

Semarangan Kebakaran yang wmelalksanakan
tugas operasional.

6 |Sabtu | 1. PDH Balik khas | « Pegawai yang bertugas
dan Semarangan/ memberikan pelayanar. publik
Minggu Batik lengan memakai PDH Batic khas

panjang Semarangan, kecuali:
2. Pakaian Sipil 1. Satpol PP;
Harian (PSH) 2. Dishubkominfo; dan

3. Dinas Kebakaran.
Untuk menghadiri acare. tertentu

menggunakan  Batik  lengan
« Han Sabtu untuk Guru
menggunakan  Pakaian  Sipil

Harian (PSH).




